
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 360jKep.753-BPBDj2021

TENTANG

PEMBERLAKUANPEMBATASANKEGIATANMASYARAKATLEVEL3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DI KABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 360jKep.749-BPBDj2021 tentang
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) .di
Kabupaten Majalengka, jangka waktu
pemberlakuannya berakhir pada tanggal 25 Juli 2021;

b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2021 ten tang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,
dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
443jKep.398-Hukhamj2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah
Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3 Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) di Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang 2



2

Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara

2014 Nomor 292,
Republik Indonesia

3. Unda.ng~l:J~dap.g(Nomor 24 1'ahlln 2007 tentang
Periarg~lfP:1~~~e1'lCal1:~ (Lemb~an Negara Republik
IndoI,1e~ia' a:'~U1,1. 2007 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegw~'Republik.tndonesia Nomor 4723);

4. undang-vrid~g.Npmor36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.:!(~iqJ~aral1: Negara Republik Indonesia
Tahun20()~N.()rnorI44,'Tainbahail Lembaran Negara
RepublJklriaot1~~ia.Nomor 5063);

5. Undan~-cHn~~g:~omor 23 Tahun 2014 tentang
Pe~erinta.h.a:n:,~'1)aer8.h~(Lembaran Negara Republik
Incf&nesia' ; Tariun' ~014 -Nomor 244, Tambahan
Lembar~NegaraR~Pllblik' Indonesia Nomor 5587)
sebflgaimana::"t~iah' .•.pebe{fipa kali diubah terakhir
deng~qt.Jhdang'::Und~gN<?inor9 T~u1,1 2015 tentang
Pel"'lih8hanK:edua at~sUnda1,1g-Undang Nomor 23
Tallun2 ..914: t.ent8.l1gPem~riritahah Daerah (Lembaran
Negar~,,;RepUf>likIndonesia Tahun 2015 Nemor 58,
TaJ:l1b~a1,1I::.eIhbaran Negara Republik Indonesia
Nom6t567Q); "

6. Unda.n~..Undapg N()mor. 30
Admirtistra~i' ....pewerintallan
ReplJb1i,~'Ind6ne~ia 'Tahun
Tambahan, Lembaran Negara
Nomor ~601);

7. Undang ..U1,1dang NoIllor 6 Tahun. 2018 tentang
Kekarantinaa1,1Ke'sehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia "rrahun ,,'2018 Nomor 128, Tambahan
Lembar.an N~gara'Republik Indonesia Nomor 6236);

,. .:;'-> ~

8.. PeratufanPemerin1fili N()lllorAO Tahun 1991 ten tang
Penarlg8.rlari:Wa.bah '.J)~nyakit . ,Menular (Leinbaran
Negl3{a RepuWik' Indon&sia:Tahun1991 Nomor 49,
TaJ:l1b~han 'Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor '3447)

9. Peraturan'p,emerintahNomor 21 Tal:1un2020 ten tang
PembatasarlSosifilB~rskala ,Besar Dalam Rangka
Percepatan;' P~nanganan" Corpna Virus Disease 2019
(Covia~19); (~mb¥an Negara Republik Indonesia
TahuR 20~J)}~orrwl"~1.,"raml>ahan Lembaran Negara
Republilc I~d~nes~a NO~OI~6487);

10. PeraturanPresiden 'Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggat~an Kedafuratan Bencana pada. Kondisi
Tettentu .(Lenibaran' Negara Republik' Indonesia Tahun
2018 Nompr,34); .

11.,Peratu.ran, Pr.esiden N0ll}0r 82 Tahun 2020 tentang
KomitePeJ:lang;anan Corona Virns Disease 2019 (Covid-
19) dan PemulihgnFfkdnomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Hidonesia Tahun 2020 Nomor 178);

12. KeputusanB:t;"esiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penet8.pan'BericanaNoruilam Penyebaran Corona Virns
Disease 2019 (Covid-19);

13. Peraturan 3
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13. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 48 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) di Daerah KabupatenjKota (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun
2020 ten tang Pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 77);

17.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 109);

18.Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360 jKep. 735-
BPBDj2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)Tingkat
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

19.Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.736-
BPBDj2020 ten tang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)Tingkat
Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan
Cigasong Kabupaten Majalengka;

20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.168-
BPBDj 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Arahan Presiden Republik Indonesia. mengenai
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)Level 4 dan Level 3 Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19);

2. Instruksi 4
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2. InstruksiMent7ri :o.~~ Negeri NomoI' 24 Tahun 2021
tent~e;. Pe~1J~rlW<:gan'; ....Pembatasan Kegiatan
Masyaiak:at¥y~l4;d~ Level 3 Corona Virus Disease
20 19 diWilay~lf J awa dan Bali;

3. Surat Edat:an Gubemur Jawa Barat NomoI'
135/KS.01.01/Hu,lwamTflllggal 26 Juli 2021 tentang
Pel~sanaatl' ...f>~rIlberla).ni~' Pembatasan Kegiatan
Masyara.l$:at;J~vel....4, dan' Level 3 Coronamrus Disease
2019 (Comd':19)di Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Surat Gu1Jemur Jawa Barat NomoI'
4009jKS.Ol.Q PIHU:!fuam Tanggal 26 Juli 2021 Hal
Pemberlakmm. PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di
Provinsi Ja~a Barat.

MEMUTUSKAN:

Pemberlakukan Pembatasatl l(egiatan Masyarakat Level 3
Coronavirus Dis~fU!e 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka, terliifrtng' sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai
dengan tangg?l 2f\gustus 2021.

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3
Covid-19 sebagWrpana dimaksud. dalam Diktum KESATU
dipantau dan dievaluasi secara harlan.

Petunjuk teknis, pelaksatlaan kegiatan selama
Pemberla1<:ukanp~IIl~~tasan K:~giatan.Masyarakat Level 3
Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
ditetapkari dalamSuratEdaran Bupati.

Denganb~rlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
BupatiMajal~ngka .NoITlor360/l(ep~ 749~B~BD/2021
tentang;g~rq.~~£l~};l!$~fL,~~~ba~~Clq;l{~giatatl Masyarakat
Level 4 Coi"Oh(fvifu}3:T)jS~ase2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka, dicabut.dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan diMajalengka
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATIMAJALENGKA,

KARNASOBAHI
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